SALINAN

BUPATI DOGIYAI
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI DOGIYAI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022

BUPATI DOGIYAI

Menimbang 1 oa. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah dapat
memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 58 ayat (2)
Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pada Peraturan
Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah di jelaskan bahwa
Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas di
berkan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di daerah memiliki tlngkat kesulitan
tinggi dan daerah terpencil;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu
di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat $- s Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4807);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
gebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
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Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)Dan/Atau dalam  Rangka  Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Kodefikasi,Klasifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781),;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

21. Peraturan Daerah Dogiyai Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Dogiyai (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun
2017 Nomor 1);

22. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dogiyai
(Berita Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor

32).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU - Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat
bertugas kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022.
KEDUA . Besar Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, sebagai berikut :
a. Eselonll/a Rp. 5.500.000,-
b. Eselonll/b Rp. 5.500.000,-
c. Eselonlll/a Rp. 4.500.000,-
d. Eselonlll/b Rp. 4.500.000,-
e. EselonlV/a Rp. 3.500.000,-
f. Staf Rp. 2.000.000,-
KETIGA : Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Dbertugas,
diberikan setiap bulan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini di bebankan pada masing-masing DPA-OPD
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Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022,

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kigamani
Pada Tanggal : 2 Januari 2022

BUPATI DOGIYAI

TTD
o« YAKOBUS DUMUPA

Salinan sesuai dengan aslinya;
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI

“oGv 'P\ENATA
NIP.19740502 200901 2 005

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;

Kepala PT Bank Papua di Jayapura;

Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;

Inspektur Kabupaten Dogiyai di Kigamani;

Kepala Badan,Dinas,Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Dogiyai di Kigamani;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai di
Kigamani;
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